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 BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK 

PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT HUKUM PIDANA 

ISLAM 

A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana 

Islam 

Hukum Islam menjelaskan, pertanggungjawaban pidana berarti 

manusia harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan haram 

yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak 

dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.1 

Ahmad Hanafi dalam bukunya Asas–asas Hukum Pidana Islam 

menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam 

ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau 

tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, 

dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. 

Dari kedua pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bertanggungjawabnya 

seseorang atas perbuatan yang ia lakukan, dimana ia tidak dipaksa 

serta mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.   

2. Unsur – unsur Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam 

                                                            
1 Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,(Bogor : Kharisma Ilmu,t.t),66. 
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Berdasarkan defenisi pertanggungjawaban pidana di atas dapat 

disimpulkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam 

hukum Islam terdiri atas: manusia, perbuatan, pilihan dan pengetahuan, 

serta akibat yang timbul (korban). Adapun dalam hukum Islam 

pertanggungjawaban pidana ditegakkan di atas tiga hal2: 

a. Adanya perbuatan dilarang; 

b. Dikerjakan dengan kemauannya sendiri; 

c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. 

Jika ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana juga ada. 

Adapun jika ada satu diantaranya tidak ada, pelaku tidak dijatuhi 

hukuman atas perbuatannya. Tidak adanya penjatuhan hukuman dalam 

segala keadaan tidak dikarenakan oleh satu sebab itu saja. Apabila 

suatu perbuatan tidak dilarang, tidak ada pertanggungjawaban pidana 

secara mutlak karena perbuatan tersebut tidak dilarang. 

Pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak ada, kecuali setelah 

pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. Jika suatu perbuatan 

dilarang, tetapi pelakunya tidak mempunyai pengetahuan dan pilihan, 

pertanggungjawaban pidana ada, tetapi pelaku terhapus dari 

penjatuhan hukuman karena tidak adanya dua hal tersebut.3 

Adanya perbuatan yang dilarang berdasarkan adanya peraturan 

yang kita kenal dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam asas 

legalitas dapat kita ketahui dari salah satu kaidah dalam Islam , yaitu :  

                                                            
2 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang,1967),154. 
3 Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana …,156. 
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  لا حكم لأفعا ل العقلاء قبل ورود النص
“ Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan” 
4 

 

Kaidah di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan orang 

yang cakap (mukallaf) tidak dapat disebut terlarang (haram) dan tidak 

harus dikenai hukuman sebelum adanya nash yang menerangkan 

keharamannya sehingga ia bisa melakukan apapun baik melakukan 

atau meninggalkan suatu perbuatan sampai adanya nash yang 

melarangnya.  

   يا ء والأفعا ل الإباحةالأصل في الأش
  “Hukum asal sesuatu dan perbuatan itu boleh” 5 

  الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الد ليل على التحر يم
 “Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang 

melarangnya” 6 
 

Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua sifat dan 

perbuatan tidak diperbolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan 

oleh kebolehan oleh syara’. Dengan demikian selama tidak ada nash 

yang melarangnya tidak ada tuntunan terhadap semua perbuatan dan 

sikap tidak berbuat tersebut. Kita dapat melihat hal ini dari kaidah lain 

yang berbunyi : 

 

                                                            
4 Abdul Qadir Audah, ‘At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy, Juz I, (Beirut : Dar al Kitab,1992),115. 
5Jaih Mubarok dan Enceng arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana 
Islam,(Bandung:Pustaka Bani Quraisy,2004),45. 

6Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah,(Jakarta : 
Media Grafika,2006),30. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

لايكلف شرعا إلا من كان قا د را على فهم د ليل التكليف أملا لم كلف đولا 
  يكلف شرعا إلا بفعل ممكن مقدور للمكف معلو م له علما يحمله على امتثا له

“Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) 
kecuali apabila ia mampu memahami dalil – dalil taklif dan cakap 
untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak 
dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin 
dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan 
pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan 
tersebut.” 7   

 

Kaidah ini menyatakan tentang syarat–syarat yang harus 

terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang 

bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun 

untuk syarat pada pelaku mukallaf itu ada dua macam : pertama, 

pelaku sanggup memahami nash–nash syara’ yang berisi hukum 

taklifi; kedua, pelaku orang yang pantas untuk dimintai 

pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman. 

Sedangkan syarat untuk perbuatan yang diperintahkan ada tiga 

macam : pertama, perbuatan itu mungkin dikerjakan; kedua, perbuatan 

itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan 

mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya; 

ketiga, perbuatan tersebut diketahui mukallaf dengan sempurna.8 

Asas legalitas yang didasarkan kaidah tersebut di atas 

bersumberkan dari al–Qur’an. Beberapa diantaranya dapat kita 

temukan pada surat al-Isra’ ayat 15, surat al-Qashas ayat 59 dan surat 

al–Baqarah ayat 286. 
                                                            
7 Abdul Qadir Audah, ‘At Tasyri’ Al Jina’iy….,116. 
8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas ….,31. 
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Surat al–Isra’ ayat 159 : 

اَ يَـهْتَدِيْ لنِـَفْسِهِ مَنِ اهْتَدَ  هَا ضَلَّ  وَمَنْ   ى فاَِنمَّ اَ يَضِلُّ عَلَيـْ تَزرُِوَا وَلاَ   فاَِنمَّ
بِينَْ حَتىّ نَـبـْعَثَ رَسُوْلاً وَ   زرَِةٌوِّزْراَخُْرى   مَا كُنَّا مُعَذِّ

   
 “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka 
Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; 
dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi 
(kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat 
memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum 
kami mengutus seorang rasul.” (Q.S. al–Isra’ : 15) 

 
Surat al- Qashas ayat 5910 : 

لُوْا عَلَيْهِمْ ايتِنَا بُّكَ مُهْلِكَ وَمَا كَانَ رَ  وَمَا كُنَّا   الْقُرى حَتىَّ يَـبـْعَثَ فيِْ امُِّهَا رَسُوْ لايًَّـتـْ
 مُهْلِكِى الْقُرَى اِلاَّ وَاهَْلُهَا ظلَِمُوْنَ 

 “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum 
dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan 
ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami 
membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan 
melakukan kezaliman”.(Q.S. al–Qashas : 59) 

Tentang kemampuan bertanggungjawab : 

Surat al-Baqarah 28611 : 

 ......لايَُكَلِّفُ االلهُ نَـفْسًا اِلاَّوُسْعَهَا 

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya…”  

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki 

pengetahuan dan pilihan. Maka dari itu dalam Islam ada dua objek 

pertanggungjawaban pidana yaitu manusia dan badan hukum.  

                                                            
9 Tim Penerjemah Departemen Agama RI. al-Quran dan Terjemahnya. (Surabaya : Mekar 
Surabaya, 2004),386. 
10 Ibid.,553. 
11 Ibid.,61. 
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Pertama : Manusia. Manusia yang menjadi objek 

pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang 

sudah mati tidak mungkin menjadi objek karena dua syarat tersebut 

tidak lagi terdapat pada dirinya. Lebih dari itu, kaidah hukum Islam 

menetapkan bahwa kematian menggugurkan pembebanan hukum. 

Manusia yang dibebani tanggung jawab pidana dan yang memenuhi 

dua syarat tersebut adalah orang yang berakal, balig dan memiliki 

kebebasan berkehendak. Hal ini sesuai dengan hadis, Rasulullah saw.: 

ثَـنَا ابْنُ جُ  ثَـنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّ رَيْجٍ أنَْـبَأنَاَ الْقَاسِمُ بْنُ يزَيِدَ حَدَّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يُـرْفَعُ الْقَلَمُ عَنْ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ 

  الصَّغِيرِ وَعَنْ الْمَجْنُونِ وَعَنْ النَّائِمِ 

“…dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Pena diangkat dari (tiga) golongan; anak 
kecil, orang gila dan orang tidur." “12 

 

ثَـنَا أبَوُ بَكْرٍ  ثَـنَا أيَُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّ ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ يوُسُفَ الْفِرْياَبيُِّ حَدَّ  حَدَّ
 عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَاريِِّ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهْذَُليُِّ 

  إِنَّ اللَّهَ تجََاوَزَ عَنْ أمَُّتيِ الخَْطأََ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 

“…dari Abu Dzar Al Ghifari ia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari 
umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu 
yang dipaksakan kepadanya."”13 

Surat an–Nahl ayat 10614 :  

                                                            
12Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini. Shahih Sunan Ibnu Majah , Takhrij :Muhammad 
Nashiruddin Al-Albani, Buku 2, (Jakarta:Pustaka Azam,2007) ,569. 

13 Ibid. 
14Tim Penerjemah Departemen Agama RI. al-Quran dan …,380 
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يمْاَ نِ وَلكِنْ مَّنْ شَرحََ باِ مَنْ كَفَرَباِااللهِ مِنْ بَـعْدِ اِيمْاَ نهِِ اِلاَّ مَنْ  اكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلاِْ
  لْكُفْرِ صَدْ راً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَااللهِ وَلهَمُْ عَذَا بٌ عَظِيْمٌ 

 “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia 
mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa), 
akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, 
Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 
besar”.(Q.S. an-Nahl : 106) 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebuah kaidah 

berkenaan dengan dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu : 

  15من لم يكن مدركا أو مختارا فلا عقاب عليه
“Barangsiapa yang melakukan (perbuatan jarimah) karena 
ketidaktahuan atau keterpaksaan maka tidak ada hukuman 
baginya.”  

 

Kedua adalah badan-badan hukum. Sejak semula syariat Islam sudah 

mengenal badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha 

mengenal baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum ( ُهَيْئَة

 hay,atu qa>nu>niyyatun. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para (قَانوُنيَِّةٌ 

fuqaha mengenalkan baitul mal (perbendaharaan negara) demikian juga 

dengan sekolah dan rumah sakit.16  

Institusi baitul mal didirikan pertama kali setelah turun firman Allah 

swt. surat al-Anfaal mengenai perselisihan para shahabat tentang 

pembagian ghanimah (rampasan perang) Badar. Surat al-Anfaal ayat 1: 

                                                            
15Jaih Mubarok dan Enceng arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum …,70 
16 Tim Tsalisah,Ensiklopedi Hukum Pidana …,68. 
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   فاَتَّـقُوا االلهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ     قُلِ اْلأنَْـفَالُِ اللهِ وَالرَّسُولِ    يَسْألَُونَكَ عَنِ اْلأنَْـفَالِ 
   

 وَأَطِيعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan 
Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan 
perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada 
Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang 
beriman."”(Q.S al-Anfaal :1)17 

       

Hanya saja, pada zaman Nabi Muhammad saw, baitul mal belum 

memiliki kantor khusus yang difungsikan untuk mengatur lalu lintas 

harta.   Sebab, pada saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak, dan 

biasanya langsung habis didistribuskan untuk kepentingan kaum Muslim.18 

Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliaulah orang 

pertama yang membangun baitul mal. Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Sahl 

bin Abi Khaitsamah dan yang lainnya, bahwa di sebuah tempat yang tidak 

dijaga siapa pun dikatakan kepadanya: Apakah tidak kau ditempatkan 

seseorang untuk menjaganya? Dia berkata,”Bukankah ada gemboknya?” 

Dia itu membagikan apa yang ada di Baitul Mal itu hingga kosong. 

Tatkala dia pindah ke Madinah, dia memindahkan Baitul Mal ke 

rumahnya. Harta kaum muslimin disimpan di dalam Baitul Mal itu.19 

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darimi, disebutkan bahwa sisa  

harta waris dari anak zina yang meninggal diserahkan ke baitul mal. 

                                                            
17 Tim Penerjemah Departemen Agama RI, al-Quran dan …,239 
18Syamsuddin Ramadhan, ”BaitulMal”, https://syamsuddinramadhan. wordpress.com/2008/05/ 

25/baitul-mal/ “diakses” pada tanggal 1 Juli 2015 
19Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa’, Penerjemah : Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar,2000),87. 
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عْتُ رَسُولَ اللَّ  هِ أَخْبـَرَناَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبـَرَناَ شُعْبَةُ عَنْ سمِاَكٍ عَنْ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قاَلَ سمَِ
نْذَرْتُكُمْ النَّارَ أنَْذَرْتُكُمْ النَّارَ فَمَا زاَلَ يَـقُولهُاَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ فَـقَالَ أنَْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَ 

يصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رجِْلَيْهِ   حَتىَّ لَوْ كَانَ فيِ مَقَامِي هَذَا لَسَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ حَتىَّ سَقَطَتْ خمَِ

“…dari Sa'id dari Az Zuhri ia ditanya tentang anak zina yang 
meninggal, ia menjawab; Jika ia adalah anak Arab maka ibunya 
mendapat sepertiga harta warisan, sedangkan sisanya diserahkan ke 
Baitul Mal. Jika ia adalah anak budak maka ibunya mendapat 
sepertiga harta warisan, sedangkan sisa harta tersebut diberikan 
kepada majikannya yang telah memerdekakan ibunya. Marwan 
berkata; Aku telah mendengar Malik berpendapat seperti itu”.(HR. 
ad-Darimi)20 
 
Dalam hukum Islam badan-badan hukum ini memiliki hak dan 

melakukan tindakan hukum, tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan 

hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena 

pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, 

sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. 

Akan tetapi, kalau terjadi perbuatan–perbuatan yang dilarang dan yang 

keluar dari orang–orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut, 

maka orang–orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatannya. 

Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan 

kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, 

penggusuran dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang 

dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan 

ketentraman masyarakat.21 

                                                            
20 Imam Abu Muhammad Attamimi Ad Darimi As Samarqandi,Sunan Ad-Darimi, Takhrij:Syaikh 

Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, (Jakarta:Pustaka Azam,2007), 985 
 
21 Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana …,68. 
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Hukum Islam dalam teori dan penerapannya sangat sederhana. 

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Islam dekat 

sekali dengan doktrin strict liability atau liability without fault 

(pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Dengan kata lain hukum Islam 

tidak mementingkan faktor kesalahan baik berupa kesengajaan (dolus) atau 

kealpaan  / kelalaian (culpa) dalam menjatuhi hukuman pidana. Istilah 

yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah pertanggungjawaban 

mutlak.22 

3. Tingkatan – tingkatan Pertanggungjawaban 

Telah diketahui bahwa pelanggaran (melawan hukum) 

adakalanya disengaja dan tidak disengaja (tersalah). Perbuatan 

melawan hukum terbagi menjadi disengaja dan tidak disengaja, 

masing-masing terbagi dua berdasarkan tingkat ukurannya. Perbuatan 

disengaja terbagi menjadi “disengaja” dan “mirip disengaja”, 

sedangkan perbuatan tersalah terbagi menjadi “tersalah” dan 

“perbuatan yang dianggap tersalah”. Selanjutnya, perbuatan melawan 

hukum terbagi menjadi empat sehingga pertanggungjawaban pidana 

juga terbagi menjadi empat yaitu23: 

a)   Disengaja; arti umum “disengaja” adalah si pelaku berniat 

melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Kemaksiatan 

yang disengaja adalah perbuatan melawan hukum yang paling 
                                                            
22 Sutan Remy Syahdeini,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,(Jakarta, Grafiti Press, 
2006),27.  
23 Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana …,68. 
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berat dan hukum Islam menjatuhkan hukuman 

(pertanggungjawaban pidana) yang paling berat atasnya. 

b) Menyerupai disengaja; hukum Islam tidak mengenal istilah “mirip 

disengaja” kecuali pada kasus pembunuhan dan tindak pidana 

penganiayaan fisik yang tidak sampai menyebabkan kematian. 

Pengertian “tindak pidana yang mirip disengaja” dalam kasus 

pembunuhan/penganiayaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang 

dapat menghilangkan nyawa dan pelaku hanya bermaksud 

menyerang, tanpa berniat membunuh/menganiayanya. Akan tetapi, 

perbuatannya itu mengakibatkan kematian. 

c) Tersalah (tidak disengaja); kemaksiatan tersalah adalah jika si 

pelaku melakukan perbuatan tanpa bermaksud memperbuat 

kemaksiatan, namun ia tersalah. 

d)  Yang dianggap tersalah; kemaksiatan yang dianggap tersalah 

terdapat pada dua keadaan. Pertama, pelaku tidak bermaksud 

melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu terjadi akibat 

kelalaiannya. Kedua, si pelaku menjadi penyebab tidak langsung 

terjadinya perbuatan yang dilarang dan ia tidak bermaksud 

melakukannya. Dalam konteks ini, kemaksiatan tersalah lebih 

besar daripada kemaksiatan yang dianggap tersalah karena pelaku 

kemaksiatan tersalah melakukan perbuatan dengan sengaja 

sehingga menimbulkan akibat yang dilarang karena kelalaian dan 

ketidakhati-hatiannya. Adapun pada kasus yang dianggap tersalah, 
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si pelaku tidak menyengaja perbuatan itu, namun perbuatan itu 

terjadi akibat kelalaiaannya dan disebabkan olehnya. 

4. Hapusnya Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapuskan karena sebab 

yang berkaitan dengan perbuatan yakni perbuatan yang dilakukan 

adalah perbuatan yang mubah (tidak dilarang), atau yang berkaitan 

dengan keadaan diri pelaku yakni perbuatan tersebut tetap dilarang, 

tetapi pelaku tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya. Berikut 

empat kondisi atau sebab dihapuskannya hukuman, yaitu24: 

a) Paksaan (daya paksa/Ikrah) : perbuatan yang diperbuat oleh 

seseorang karena (pengaruh) orang lain. Karena itu, hilang 

kereelaannya dan merusak (tidak sempurna) pilihannya. Atau suatu 

perbuatan yang timbul/keluar dari pemaksa dan menimbulkan pada 

diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya 

untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) 

darinya.  

Paksaan dibagi menjadi dua macam yaitu: yang pertama adalah 

paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak 

pilihan/Ikhtiyar (orang yang dipaksa). Paksaan jenis ini 

dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa orang yang dipaksa. 

Paksaan jenis ini dinamakan “paksaan absolute”. Dan yang kedua 

adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai 

                                                            
24 Ibid.,221-225. 
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merusak pilihan (orang yang dipaksa). Dalam paksaan ini biasanya 

tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti 

ancaman dipenjarakan atau diikat untuk waktu yang singkat atau 

dipukul dengan pukulan yang tidak dikhawatirkan dapat merusak 

(pukulan-pukulan ringan). Paksaan jenis ini dinamakan paksaan 

relatif atau paksaan tidak berat.  

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal paksaan 

adalah: Ancaman bersifat mulji’ yakni yang akan mengakibatkan 

bahaya yang besar (ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa 

atau anggota badan) sehingga dapat menghapuskan kerelaan, 

seperti pembunuhan, pukulan yang keras, pengikatan dan 

penahanaan dalam waktu yang lama. Ancaman harus berupa 

perbuatan yang dilarang, yakni yang tidak disyariatkan. Ancaman 

harus seketika (mesti hampir terjadi saat itu juga) yang 

dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak 

melaksanakan perintah pemaksa. Orang yang memaksa 

(mengancam) harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan 

ancamannya sebab paksaan tidak akan terlaksana kecuali dengan 

adanya kemampuan. Orang yang menghadapi ancaman (dipaksa) 

harus meyakini bahwa ancaman yang diterimanya benar-benar 

akan dilaksanakan oleh orang yang memaksanya apabila kehendak 

si pemaksa tidak dipenuhinya. 
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b) Mabuk adalah : hilangnya akal pikiran karena mengkonsumsi 

khamr atau yang sejenisnya atau keadaan seseorang yang 

perkataannya banyak tidak keruan. Pendapat yang kuat dalam 

mazhab yang empat menetapkan bahwa orang yang mabuk tidak 

dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya apabila ia 

meminumnya karena dipaksa (terpaksa) atau meminumnya karena 

kehendak sendiri, tetapi ia tidak tahu bahwa minuman itu 

memabukkan, atau ia meminum obat untuk mengobati dirinya 

kemudian membuatnya mabuk dan melakukan tindak pidana. Hal 

ini karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan hilang 

pikirannya sehingga ia dihukumi seperti orang gila atau orang yang 

tidur atau yang seumpamanya. 

c) Gila adalah hilangnya akal, rusaknya akal, atau lemahnya akal. 

Berikut macam-macam gila25: 

i. Gila yang terus-menerus (Junun Mutbaq) yaitu suatu keadaan 

pada diri seseorang dimana ia tidak dapat berpikir sama sekali 

atau gila secara menyeluruh dan terus-menerus, baik itu bawaan 

yang diderita sejak lahir maupun bukan. Orang yang menderita 

Junun Mutbaq tidak bertanggungjawab secara pidana karena 

gilanya terjadi secara sempurna dan terus-menerus. 

ii. Gila yang berselang/kambuhan (Mutaqatti’) yaitu keadaan orang 

yang tidak dapat berpikir sama sekali, tetapi gilanya tidak terus 

                                                            
25 Ibid.,238. 
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menerus. Terkadang ia kambuhdan terkadang ia sembuh. Jika 

sedang kambuh akalnya akan hilang secara sempurna, namun 

jika telah sembuh, akalnya kembali normal. Orang yang 

menderita gila kambuhan tidak bertanggung jawab secara pidana 

ketika gilanya sedang kambuh, sedangkan jika akalnya sudah 

kembali normal, ia tetap akan dikenai tanggung jawab pidana 

atas tindak pidana yang dilakukannya. 

iii. Gila sebagian yaitu gila yang tidak secara keseluruhan atau gila 

(tidak dapat berpikir) yang hanya sebatas pada satu aspek atau 

lebih. Dalam hal ini, si penderita kehilangan kekuatan 

berpikirnya dalam satu atau beberapa aspek (perkara) tertentu 

saja, tetapi ia dapat menggunakannya pada perkara lainnya. 

Orang yang gila sebagian ini tetap dikenai tanggung jawab 

pidana atas apa yang dapat dijangkau oleh akalnya dan tidak 

bertanggung jawab pada apa yang tidak dijangkaunya. 

iv. Dungu yaitu keadaan yang sedikit pemahamannya, kacau 

pembicaraannya, dan rusak penalarannya, baik timbul karena 

sakit maupun pembawaan sejak lahir. Orang dungu akan 

diampuni dari tanggung jawab pidana. 

v. Epilepsi dan histeria (ganguaan saraf) yaitu kondisi-kondisi dan 

gejala gangguan urat saraf yang tampak pada orang yang 

menderita sakit tersebut. Orang tersbutakan kehilangan perasaan, 

pilihan (ikhtiyar), dan kekuatan berpikirnya. Para penderita 
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penyakit tersebut dihukumi seperti orang yang terpaksa: 

mempunyai kekuatan berpikir tetapi tidak mempunyai pilihan. 

Jika kekuatan berpikir (akal) dan pilihan (ikhtiyar) mereka tidak 

hilang, mereka bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan 

mereka. 

d) Anak belum dewasa (anak di bawah umur); Hukum Islam 

dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan 

secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi 

tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum 

pertama yang meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidak 

berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya. Fase-fase yang 

dilalui manusia dari sejak lahir sampai usia dewasa terdiri atas tiga 

fase yakni : yang pertama fase tidak adanya kemampuan berpikir 

(idrak). Fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir 

sampai usia tujuh tahun. Apabila anak kecil melakukan tindak 

pidana apapun sebelum ia berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, 

baik pidana maupun hukuman ta’dib (hukuman untuk mendidik). 

Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudud, qisas, dan ta’zi>r 

apabila dia melakukan tindak pidana hudud dan tindak pidana 

kisas. Walaupun begitu tanggung jawab perdata dalam hal ganti 

rugi harta dan jiwa seseorang tetap menjadi tanggung jawab 

mereka. Yang kedua fase kemampuan berpikir lemah. Fase ini 

dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia 
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mencapai usia balig (yang dibatasi oleh para fuqoha pada usia lima 

belas tahun). Dalam fase ini, anak kecil yang telah mumayiz tidak 

bertanggung jawab secara pidana atas atas tindak pidana yang 

dilakukannya. Ia tidak dijatuhi hukuman hudu>d bila ia mencuri 

atau berzina misalnya. Dia juga tidak dihukum qisas bila 

membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab ta’dib, 

yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang 

dilakukannya. Dan fase yang ketiga adalah kekuatan berpikir 

penuh (sempurna). Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia 

kecerdasan (dewasa), yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. 

Pada fase ini, seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak 

pidana yang dilakukannya apapun jenisnya. 

 

 

B. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang 

Menurut Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara 

tekstual dalam al-Qur’an maupun hadis, tetapi para ulama memberikan 

definisi pencucian uang merupakan jarimah (tindak pidana), karena 

merupakan bentuk penggelapan (ghulul) dengan tujuan 

menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak 
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sah. Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman 

ta’zi>r (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara).26 

Al-Qur’an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk 

mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang 

baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahnya, 

dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat 

memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda 

seseorang. Seperti yang diterangkan dalam surat al–Baqarah ayat 168 

dan 18827 : 

انَِّهُ لَكُمْ   ياَيَُّـهَا النَّا سُ كُلُوْا ممَِّا فىِ الاَْرْضِ حَللاً طيَِّبًا وَّلاتََـتَّبِعُوْا خُطوُتِ الشَّيْطنِّ 
  عَدُوٌّمُبِينٌْ 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagimu”.(Q.S. al-Baqarah :168) 
 
 

نَكُمْ باِ لْبَا طِ  لِ وَتُدْ لُوْا đِآَ اِلىَ الحُْكَّا مِ لتَِأْكُلُوْا فَريِْـقًا مِّنْ امَْوَالِ وَلاتَأَْ كُلُوْآ امَْوَا لَكُمْ بَـيـْ
 النَّا سِ باِلاِْثمِْ وَانَْـتُمْ تَـعْلَمُوْ نَ 

 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.(Q.S. al-Baqarah 
:188) 

 
ثَـنَا أبَُ  ثَـنَا عَبْدُ بْنِ حمُيَْدٍ : حَدَّ ثَـنَا فُضَيْلُ بْنِ مَرْزُوْ قٍ, عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَدَّ و نُـعَيْمٍ: حَدَّ

ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ياَ ثاَبِتْ, عَنْ أَبيِْ حَازمِِ, عَنْ أَبيِْ هُرَيْـرَةْ, قاَلَ: قَلَ رَسُوْ لُ االلهِ صَلَّ 
                                                            
26 Hasil Sidang Komisi B-1 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-

Indonesia IV dalam http://muslimlife.com “diakses” pada tanggal 25 April 2015. 
27 Departemen Agama RI. al-Quran dan …,32-38. 
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وَإِنَّ اللَّهَ أمََرَ الْمُؤْمِنِينَ بمِاَ أمََرَ بِهِ  إِلاَّ طيَِّبًا! إِنَّ االلهَ طيَِّبٌ لاَ يَـقْبَلُ أيَُّـهَا النَّا سْ 
ياَ أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً إِنىِّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  ( فَـقَالَ  الْمُرْسَلِينَ 

ثمَُّ ذكََرَ الرَّجُلَ ». أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ) عَلِيمٌ) وَقاَلَ (ياَ 
يطُِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبـَرَ يمَدُُّ يَدَيْهِ إِلىَ السَّمَاءِ ياَ رَبِّ ياَ رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ وَمَشْرَبهُُ 

  28باِلحَْراَمِ فأََنىَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ  حَراَمٌ وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ وَغُذِىَ 

 “…dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda,” 
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). 
Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib 
(baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada 
orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para 
Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang 
baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga 
berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki 
yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.'” Kemudian 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan tentang seorang 
laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga 
rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat 
tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai 
Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, 
minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan 
diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan 
memperkenankan do’anya?”(HR. at-Tirmidzi) 

 

Ayat–ayat dan hadis di atas menerangkan bahwa seorang 

muslim harus mencari harta dengan jalan yang baik dan juga halal, 

karena hal itu merupakan perintah Allah swt. di samping itu jika kita 

mencari harta yang haram maka doa dan ibadah kita tidak akan 

dikabulkan serta diterima oleh Allah swt. 

                                                            
28 Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi al 

Tirmidzi, Shahih Sunan Tirmidzi, Takhrij: Muhammad  Nashiruddin Al-Albani,Buku 
3,(Jakarta:Pustaka Azzam,2012), 291-292. 
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Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat 

merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan 

hukum Islam. Money laundering termasuk ke dalam jarimah ta’zi>r 

karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al–Qur’an dan hadis, 

namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek 

negatif, yaitu29 : 

1. Membahayakan kehidupan manusia, 

2. Menghambat terwujudnya kemaslahatan, 

3. Merugikan kepentingan umum, 

4. Mengganggu ketertiban umum, 

5. Merupakan maksiat, dan  

6. Menganggu kehidupan sekaligus harta orang lain. 

Di samping itu, money laundering juga mengakibatkan 

hilangnnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, 

menimbulkan distrosi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya 

pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan 

menimbulkan biaya sosial tinggi. 

2. Sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang 

Menurut hasil Bahtsul Masail Nasional Nahdlatul Ulama, 

pencucian uang termasuk dalam jarimah ta’zi>r, karena merupakan 

                                                            
29 M.Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta : Amzah,2013),171. 
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perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman hadd dan 

tidak ada kewajiban kaffârat.30   

Jarimah ta’zi>r adalah jarimah yang diancam dengan 

hukuman ta’zi>r. Adapun yang dimaksud dengan arti ta’zi>r menurut 

terminology fiqih Islam adalah hukuman yang bersifat edukatif yang 

ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan 

maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'ah atau 

kepastian hukumnya belum ada.31 Pengertian ta’zi>r berasal dari kata 

 yaitu menolak dan , الرَّدُّوَالْمَنْع yang secara etimologis berarti عَزَرَ    - يعْزِ  رُ 

mencegah.32 

Sedangkan pengertian ta’zi>r menurut Imam Al-Mawardi 

adalah33: 

 .دُ وْ دُ الحُْ  اهَ ي ـْفِ  عْ رَ شْ تَ  لمَْ  بٍ وْ ن ـُذُ  ىلَ عَ  بٌ يْ دِ أْ تَ  رُ ي ـْزِ عْ التـَّ وَ 

“ta’zi>r adalah hukuman yang bersifat pendidikan atau perbuatan 
dosa (maksiat) yang hukumannya belum tentu ditetapkan oleh 
syara'.” 
 

Wahbah Zuhaili juga memberikan definisi yang hampir sama 

dengan al-Mawardi34: 

هَا وَلاَ كَفَّا رةًَ  هُوَ شَرْ وَ    عًا : الْعُقُوْبةَُ الْمَشْرُوْ عَةُ عَلىَ مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَا يةٍَ لاَ حَدَّ فِيـْ

                                                            
30 http://www.nu.or.id diakses pada tanggal 25 April 2015  
31 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (10), (Bandung : PT Al-Ma’arif,2004) 159. 
32 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja 

   Grafindo Persada, 2000). 165. 
33 Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniya, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975),222. 
34 Wahbah Zuhaili, al – Fiqh al – Islami wa ‘Adilatuhu, Cet. 1 (Jakarta : Gema Insani,2011),197.  
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“ta’zi>r menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas 
perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman 
hadd dan tidak pula kafarat”. 

 
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta’zi>r adalah 

hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan wewenang untuk 

menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. 35 

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri 

khas jarimah ta’zi>r adalah sebagai berikut36: 

a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman 

tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada minimal dan 

maksimal. 

b.  Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil 

amri/hakim). 

Keterangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Topo 

Santoso dalam bukunya Membumikan Hukum Pidana Islam yang 

menyebutkan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (ta’zi>r) di 

dasarkan pada ijma’ (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk 

menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu 

menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial 

atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.37 

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta’zi>r 

kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan 

                                                            
35 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas ….,66. 
36 Ibid.,ix-xii 
37 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam,( Jakarta: Gema Insani Press, 2003),16 
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memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi 

keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.38 

Dasar hukum dari jarimah ta’zi>r adalah sebagai berikut: 

al–Qur’an surat al–Fatah ayat 8 – 939 : 

 بِّحُوْهُ ارَْسَلْنَكَ شَا هِدًا وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيْـراً لِّتُـؤْ مِنُـوْاباِ اللهِ وَرَسُوْلهِِ وَتُـعَزِّرُوْهُ وَتُـوَقِّـرُوْهُ وَتُسَ  نَّآاِ 

  بُكْرَةًوَّ اَصِيْلاً 

“Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, 
membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan 
petang”.(Q.S. al-Fatah :8-9) 

 
Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan 

watu’aziruhu sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya 

kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu 

diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana 

yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.40 

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim41 : 
 

، رَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَـهْزِ بْنِ حَكِمٍ  عَبْدُ  أخْبـَرَناَحَدَّ ثَـنَا إِبْـرَهِيْمُ بْنُ مُو سىَ الرَّزيُِّ،
 .عَنْ أَ بيِْهِ ، عَنْ جَدَّ هِ: أَنَّ النَّبيَِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَسَ رَجُلاً فيِْ تُـهْمَةٍ 

“…dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi 
saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”. 
(hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I dan Baihaqi 
serta dishahihkan oleh Hakim) 

                                                            
38 M.Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., 141 
39 Tim Penerjemah Departemen Agama RI. al-Quran dan …,738 
40 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas ….,90 
41Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud Bab Fi Jassi Fiddaini Waghoirihi, (Beirut : Maktabah 

Asriyah, t.t), 314. 
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Berbeda dengan jarimah hudu>d, qishas, dan diyat, pada 

jarimah ta’zi>r asas legalitas tidak diterapkan begitu teliti dan ketat, 

sesuai dengan kaidah42 : 

  جريمة ولا عقوبة بلا نص تطبيقا واسعا في جر ائم التعزيرطبقت الشر يعة قاعد ة أن لا 

“Syari’at menerapkan kaidah “Tidak ada tindak pidana dan tidak 
ada hukuman tanpa adanya aturan” dengan penerapan longgar 
(fleksibel) pada jarimah ta’zi>r.” 

 
Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta’zi>r hakim memiliki 

kewengan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya 

sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarimah ta’zi>r ini, al–

Qur’an dan al–Hadis tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk 

jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh 

memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada 

aturannya (jarimah ta’zi>r) jika tuntutan kemaslahatan 

menghendakinya. Dari sini muncul kaidah43 :  

  التعزير يدور مع المصلحة
“Hukum ta’zi>r berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan” 

 

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi hukum pidana 

Islam dalam menjawab bentuk–bentuk kejahatan baru yang belum ada 

aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah 

merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. 

                                                            
42Jaih Mubarok dan Enceng arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum…,48 
43Ibid.,49. 
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Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman 

yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang 

dibolehkannya hukuman ta’zi>r dengan cara mengambil harta. 

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta’zi>r dengan cara 

mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, 

yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam 

abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahah. Pendapat ini 

diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad ibn 

Hanbal.44 

Ulama yang membolehkannya juga berbeda pendapat dalam 

mengartikan sanksi ta’zi>r berupa mengambil harta benda. Ada yang 

mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu 

tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya 

adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan 

hukum yang membolehkannya. 45 

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi ta’zi>r berupa 

harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena 

dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan 

Ulil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. 

Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat 

diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah 

maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi ta’zi>r berupa harta 

                                                            
44Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas ….,85. 
45Ibid.,86. 
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ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk 

menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat 

buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman 

didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang 

layak. 46 

Imam Taimiyah membagi hukuman ta’zi>r berupa harta ini 

kepada tiga bagian, dengan memerhatikan atsar (pengaruhnya) 

terhadap harta47 : 

1) Menghancurkannya (  ُاَلاِْتْلاَف) 

2) Mengubahnya (  ُالَتـَّعْبِيـْر ) atau 

3) Memilikinya  ( ُالَتَّمْلِيْك) 

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman ta’zi>r 

berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. 

Contohnya seperti48: 

a. Penghancuran patung milik orang Islam. 

b.Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung maksiat. 

c. Penghancuran alat dan tempat minuman khamr. 

d. Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang tercampur dengan 

air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit 

mengetahui kadar susu dari airnya. 

                                                            
46Ibid. 
47Ibid.,89. 
48 Ibid. 
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Adapun hukuman ta’zi>r yang berupa mengubah harta 

(pelaku), antara lain seperti mengubah patung yang disembah orang 

muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip 

dengan pohon. 

Hukuman ta’zi>r berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), 

antara lain seperti keputusan Rasulullah saw. melipatgandakan denda 

bagi sesorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman jilid. 

Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda 

bagi orang yang menggelapkan barang temuan.49 

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, khususnya pada 

bagian ketiga dari jenis ta’zi>r dengan harta, dapat diketahui bahwa 

wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab 

disebut Gharamah.50 

Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam dikenal 

adanya sanksi denda dalam ta’zi>r ini dan kadang-kadang ia sebagai 

hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. 

Namun, para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah 

dalam sanksi ta’zi>r berupa harta. Dari contoh diatas bahwa sanksi 

ta’zi>r yang berupa harta diancamkan kepada jarimah-jarimah yang 

berkaitan dengan harta atau yang bernilai harta. Tetapi, ada juga yang 

                                                            
49 Ibid.,91. 
50 Ibid.,92 
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berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi 

hukuman penjara. 51 

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi 

untuk pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan 

memberikan denda karena pencucian uang merupakan penggelapan 

terhadap harta. Di samping itu juga ada ulama yang berpendapat 

bahwa para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dijatuhi 

hukuman penjara selama 5 tahun dan jilid karena telah melakukan 

pengkhianatan terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.52 

                                                            
51Ibid. 
52 Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da’ur, Sistem Sanksi Dan Hukum  Pembuktian Dalam 

Islam, Penerjemah : Syamsudin Ramadlan, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2004),277. 


